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No. Sasaran Strategis
Inidkator Kinerja 

Sasaran
Satuan 

Target 

Tahunan 

Target Tri 

Wulan
Program Anggaran

Indikator Kinerja 

Program
Target Anggaran

Indikator Kinerja 

Kegiatan
Target Anggaran Target

Penanggung 

Jawab

1

Meningkatnya 

Penempatan Tenaga 

Kerja

Persentase Tenaga Kerja 

yang ditempatkan

0.40% Tw 1= PROGRAM PELATIHAN KERJA 

DAN PRODUKTIVITAS TENAGA 

KERJA

Rp170.000.000,00 Persentase Tenaga Kerja 

yang Bersertifikat 

Kompetensi (%)

Tw 1=40% 1. Pelaksanaan Pelatihan 

berdasarkan unit 

kompetensi

Rp145.000.000,00 Jumlah pelatihan yang 

terlaksana dan bersertifkat 

kompetensi

Tw 1=40% 1. Proses Pelaksanaan 

Pendidikan dan Pelatihan 

Keterampilan Bagi Pencari 

Kerja Berdasarkan Klaster 

Kompetensi

Rp45.000.000,00 1. Jumlah lulusan bersertifikat 

pelatihan

Tw 1=12 Orang Kabid Ketenagakerjaan

Tw2= Tw2=40% Tw2=40% Tw2=12 Orang

Tw3= Tw3=10% Tw3=20% Tw3=6 Orang

Tw4=0.40% Tw4=0 Tw4= Tw4=

2. Koordinasi lintas Lembaga 

dan Kerja Sama dengan 

Sektor Swasta Untuk 

Penyediaan Instruktur Serta 

Sarana dan Prasarana 

Lembaga Pelatihan Kerja

Rp100.000.000,00 1. Jumlah Kelompok alokasi 

BLK yang memperoleh 

bantuan peralatan

Tw 1=2 kelompok sda

Tw2=1 kelompok

Tw3=1 kelompok

Tw4=

2. Konsultasi Produktivitas 

Pada Perusahaan Kecil

Rp25.000.000,00 Jumlah Perusahaan yang 

menerapkan program 

peningkatan produktivitas

Tw 1=40% 1. Pelaksanaan Konsultasi 

Produktivitas Pada 

Perusahaan Kecil

Rp25.000.000,00 1. Jumlah konsultasi 

produktivitas pada 

perusahaan kecil yang 

dilakukan

Tw 1=6 Kali sda

Tw2=40% Tw2=6 Kali

Tw3=20% Tw3=4 Kali

Tw4= Tw4=

2 Meningkatnya 

Penempatan Tenaga 

Kerja

Persentase Tenaga Kerja 

yang ditempatkan

19.84% Tw 1= PROGRAM PENEMPATAN 

TENAGA KERJA

Rp53.000.000,00 Persentase tenaga kerja 

yang ditempatkan

Tw 1=25% 1. Pelayanan antarkerja di 

daerah Kab/Kota

Rp53.000.000,00 Jumlah tenaga kerja yang 

mendapat pelayaanan 

antarkerja

Tw 1=25% 1. Penyediaan Sumber Daya 

Pelayanan Antar Kerja

Rp30.000.000,00 1. Jumlah layanan antarkerja 

yang tersedia

Tw 1=1 Layanan sda

Tw2= Tw2=25% Tw2=25% Tw2=1 Layanan

Tw3= Tw3=25% Tw3=25% Tw3=  1  Layanan

Tw4=0,40% Tw4=25% Tw4=25% Tw4=

2. Pelayanan Antar Kerja Rp23.000.000,00 1. Jumlah pencari kerja yang 

mendapatkan pelayanan 

antarkerja

Tw 1=5 Orang sda

Tw2=5 Orang

Tw3=5 Orang

Tw4=5 Orang

3. Penerbitan Rekomendasi 

Paspor bagi CPMI/PMI

Rp0,00 1. Terlaksananya Penerbitan 

Rekomendasi Paspor bagi 

CPMI/PMI

Tw 1= jumlah 

rekomendasi paspor

sda

Tw2=jumlah 

rekomendasi paspor

Tw3=jumlah 

rekomendasi paspor

Tw4=jumlah 

rekomendasi paspor

3 Meningkatnya kualitas 

hubungan kerja antara 

tenaga kerja dan 

perusahaan

Persentase kasus yang 

diselesaikan dengan 

perjanjian Bersama (PB)

0.60% Tw 1= PROGRAM HUBUNGAN 

INDUSTRIAL

Rp1.068.000.000,00 Persentase Perusahaan yang 

menerapkan tata kelola 

perusahaan yang layak

Tw 1=10% 1. Pengesahan peraturan 

perusahaan dan 

pendaftaran perjanjian kerja 

bersama untuk yang 

memepunyai wilayahbkerja 

lebih dari 1(satu) Kab/Kota

Rp15.000.000,00 Jumlah perusahaan yang 

memilki Peraturan 

Perusahaan ( PP )

Tw 1=10% 1. Pengesahan Peraturan 

Perusahaan Bagi Perusahaan

Rp15.000.000,00 1. Jumlah perusahaan yang 

memilki Peraturan 

Perusahaan ( PP )

Tw 1=4 perusahaan sda

Tw2= Tw2=40% Tw2=40% Tw2=4 Perusahaan

Tw3= Tw3=40% Tw3=40% Tw3=4 Perusahaan

Tw4=0.60% Tw4=10% Tw4=10% Tw4=3 Perusahaan

2. Pencegahan dan 

penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, mogok 

kerja dan penutupan 

perusahaan yang berakibat/ 

berdampak pada 

ekepntingan di 1 (satu) 

daerah provinsi

Rp1.053.000.000,00 Jumlah bimbingan 

teknis/sosialisasi/FGD tata 

cara pencegahan dan 

penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, Mogok 

Kerja, dan Penutupan 

Perusahaan yang terlaksana

Tw 1=80% 1. Pencegahan Perselisihan 

Hubungan Industrial, Mogok 

Kerja, dan Penutupan 

Perusahaan yang 

berakibat/Berdampak Pada 

Kepetingan di 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

Rp15.000.000,00 1. Jumlah bimbingan 

teknis/sosialisasi/FGD tata 

cara pencegahan dan 

penyelesaian perselisihan 

hubungan industrial, mogok 

kerja, dan penutupan 

perusahaan yang terlaksana

Tw 1=1 kali sda

Kegiatan Sub Kegiatan
Indikator Kinerja Sub 

Kegiatan

RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

TAHUN 2022



Tw2=20% Tw2=1 kali

Tw3= Tw3=

Tw4= Tw4=

2. Pengembangan 

pelakasanaan jaminan sosial 

tenaga kerja dan fasilitas 

kesejahteraan pekerja

Rp1.038.000.000,00 1. Jumlah pelaksanaan jaminan 

sosial tenaga kerja dan 

fasilitas kesejahteraan 

pekerja

Tw 1=1 Program sda

Tw2=1 Program

Tw3= Program

Tw4= Program

4 Meningkatnya 

Kerjasama investasi

Persentase Investor yang 

difasilitasi

40% Tw 1= PROGRAM PENGEMBANGAN 

IKLIM PENANAMAN MODAL

Rp40.000.000,00 Persentase Potensi untuk 

peluang Investasi daerah (%)

Tw 1=100% 1. Pembuatan Peta Potensi 

Investasi Kabupaten / Kota

Rp40.000.000,00 Jumlah Peta Potensi 

Investasi Kabupaten/Kota

Tw 1=100% 1. Penyediaan Peta Potensi dan 

Peluang Usaha 

Kabupaten/Kota

Rp40.000.000,00 1. Jumlah peta potensi dan 

peluang usaha yang 

tersusun

Tw 1=1 Dokumen Kepala Bidang 

Penanaman Modal

Tw2= Tw2= Tw2=

Tw3= Tw3= Tw3=

Tw4= Tw4= Tw4=

Tw2= 2. Penetapan Pemberian 

Fasilitas / Insentif di Bidang 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten / Kota 

Rp0,00 Jumlah Perusahaan yang 

Mendapatkan Pemberian 

Fasilitas/ Insentif Dibidang 

Penanaman Modal yang 

menjadi Kewenangan 

Daerah

Tw 1=10% 1. Penetapan Kebijakan Daerah 

Mengenai Pemberian 

Fasilitas/Insentif dan 

Kemudahan Penanaman 

Modal

Rp0,00 1. Jumlah regulasi pendukung 

pemberiah Insentif dan 

kemudahan terhadap 

Investor

Tw 1= sda

Tw2=30% Tw2=2 Perusahaan

Tw3= Tw3=30%

Tw4=40% Tw4=30% Tw4=1 Perusahaan

5 Meningkatnya 

Kerjasama investasi

Persentase peningkatan 

promosi penanaman modal

20 Perusahaan Tw 1= PROMOSI PENANAMAN 

MODAL

Rp175.000.000,00 Jumlah Investor PMDN/PMA Tw 1=30% 1. Penyelenggraan promosi 

penanaman modal yang 

menjadi kewenangan daerah 

kabupaten/ kota

Rp175.000.000,00 Jumlah kegiatan Penerimaan 

Misi penanaman modal

Tw 1=30% 1. Pelaksanaan Kegiatan 

Promosi Penanaman Modal 

Daerah Kabupaten/Kota

Rp175.000.000,00 1. Jumlah Kegiatan seminar 

bisnis, forum, one on one 

meeting yang dilaksanakan

Tw 1= 1 Kali sda

Tw2= Tw2=70% Tw2=70% Tw2= 1 Kali

Tw3= Tw3= Tw3= Tw3= 

Tw4=20 

Perusahaan

Tw4= Tw4= Tw4=

6 Meningkatnya kualitas 

pelayanan penanaman 

modal yang prima dan 

responsife

Persentase izin usaha dan 

investasi yang dikeluarkan

100% Tw 1= PROGRAM PELAYANAN 

PENANAMAN MODAL

Rp219.000.000,00 Persentase Izin yang 

diterbitkan (%)

Tw 1=30% 1. Pelayanan Perizinan dan 

Non Perizinan Secara 

Terpadu Satu Pintu di 

Bidang Penanaman Modal 

yang Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/Kota

Rp219.000.000,00 Jumlah Penerbitan izin 

perizinan dan non perizinan

Tw 1=30% 1. Penyediaaan Pelayanan 

Terpadu Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis Sistem 

Pelayanan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik

Rp154.000.000,00 1. Menyusun Rencana Kegiatan 

di Tahun berjalan

Tw 1= 1 Sistem Kepala Bidang 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan 

Tw2= Tw2=40% Tw2=40% 2. Penyusunan Perbup tentang 

Penyelenggaraan MPP

Tw2= 1 Sistem sda

Tw3= Tw3=20% Tw3=20% 3. Penyusunan Perbup Tentang 

Pelimpahan Kewenangan 

Perizinan Berusaha Berbasis 

Resiko, Perizinan Non 

Berusaha dan Non Perizinan 

Kepada Kadis PMPTSPTK

Tw3= 1 Sistem sda

Tw4=100% Tw4=10% Tw4=10% 4. Penyusunan Perbup Standar 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Berbasis Resiko, 

Perizinan Non Berusaha dan 

Non Perizinan 

Tw4= 1 Sistem sda

5. Penyusunan Perbup SOP 

Perizinan Berusaha Berbasis 

Resiko, Perizinan Non 

Berusaha dan Non Perizinan

sda

6. Penyusunan Perbup tentang 

Maklumat Pelayanan 

sda

7. Pelaksanaan Rapat 

Stakeholder yang bergabung 

dengan MPP terkait dengan 

Standar Pelayanan MPP

sda

8. Melakukan Penyelenggaraan 

Layanan Terhadap Pemohon 

Perizinan Berusaha Berbasis 

Resiko

sda



9. Melakukan Penyelenggaraan 

Layanan Terhadap Pemohon 

Perizinan Non Berusaha 

sda

10. Melakukan Penyelenggaraan 

Layanan Terhadap Pemohon 

Non Perizinan

sda

11. Melakukan Rapat koordinasi 

dengan Instansi terkait 

dalam rangka pemrosesan 

Perizinan Berusaha Berbasis 

Resiko, Perizinan Non 

Berusaha dan Non Perizinan

sda

12. Melakukan Benchmarking sda

13. Melakukan koordinasi 

dengan PMPTSP Propinsi 

terkait perizinan yang 

merupakan kewenangan 

propinsi

sda

14. Mengikuti Diklat terkait 

Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang dilaksanakan oleh 

Kabupaten, Propinsi dan 

Pusat

sda

15. Melengkapi Sarana dan 

Prasarana sesuai Standar 

Pelayanan Publik

sda

16. Melakukan Inovasi 

Pelayanan Melalui Perizinan 

Mobile

sda

17. Melakukan Inovasi 

Pelayanan Melalui Gerai 

Perizinan Kecamatan 

Kepulauan

sda

18. Melakukan Inovasi 

Pelayanan Melalui Gerai 

Perizinan Yang menjadi 

Kewenangan Provinsi

sda

19. Publik Hearing terkait 

Standar Pelayanan

sda

2. Pemantauan Pemenuhan 

Komitmen Perizinan dan 

Non Perizinan Penanaman 

Modal

Rp30.000.000,00 1. Jumlah Dokumen kegiatan 

Pemantauan Pemenuhan 

Komitmen Perizinan 

Penanaman Modal yang 

tersedia

Tw 1=3 Dokumen Kepala Bidang 

Pengaduan, Kebijakan 

dan Pelaopran 

Layanan

Tw2=3 Dokumen

Tw3=3 Dokumen

Tw4= 3 Dokumen

3. Penyediaan Layanan 

Konsultasi dan Pengelolaan 

Pengaduan Masyarakat 

terhadap Pelayanan Terpadu 

Perizinan dan non Perizinan

Rp20.000.000,00 1. Jumlah Dokumen Kegiatan 

Konsultasi Perizinan dan 

Non Perizinan Penanaman 

Modal Yang Tersedia

Tw 1=3 Dokumen sda

Tw2=3 Dokumen

Tw3=3 Dokumen

Tw4= 3 Dokumen

4. Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Intensif Daerah

Rp15.000.000,00 1. Jumlah Koordinasi 

Penetapan Pemberian 

Fasilitas/Intensif Daerah

Tw 1=3 Dokumen sda

Tw2=3 Dokumen

Tw3=3 Dokumen

Tw4= 3 Dokumen

7. Meningkatnya 

Kerjasama investasi

Persentase perusahaan yang 

mendapatkan pengawasan 

dan pelaksanaan 

Penanaman Modal

52000juta Tw 1= PROGRAM PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN PENANAMAN 

MODAL 

Rp393.394.000,00 Jumlah Nilai Realisasi 

Investasi (PMDN/PMA) (Rp. 

Juta Rupiah)

Tw 1=25% 1. Pengendalian Pelaksanaan 

Penanaman Modal yang 

Menjadi Kewenangan 

Daerah Kabupaten/ Kota

Rp393.394.000,00 Jumlah Nilai Realisasi 

Investasi Berskala Nasional 

(PMDN/PMA) (Rp. Juta 

Rupiah)

Tw 1=25% 1. Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pembinaan Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Rp261.284.000,00 1. Jumlah Perusahaaan 

PMDN/PMA yang 

terfasilitasi

Tw 1=46 Orang sda

Tw2= Tw2=25% Tw2=25% Tw2=46 Orang

Tw3= Tw3=25% Tw3=25% Tw3=45 Orang

Tw4=52000 

juta

Tw4=25% Tw4=25% Tw4=45 Orang



2. Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Rp132.110.000,00 1. Jumlah Perusahaaan 

PMDN/PMA yang diawasi

Tw 1=12 

Perusahaan

sda

Tw2=14 Perusahaan

Tw3=14 Perusahaan

Tw4=10 Perusahaan

3. Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemantauan Pelaksanaan 

Penanaman Modal

Rp0,00 1. Jumlah      perusahaan   

PMDN/PMA      usaha     

yang terpantau

Tw 1=50 

Perusahaan

sda

Tw2=50 Perusahaan

Tw3=50 Perusahaan

Tw4=50 Perusahaan

8 Meningkatnya kualitas 

pelayanan penanaman 

modal yang prima dan 

responsife

Persentase permintaan data 

dan informasi yang diterima 

secara online dan 

terintegrasi

100% Tw 1= PROGRAM PENGELOLAAN 

DATA DAN SISTEM INFORMASI 

PENANAMAN MODAL

Rp25.000.000,00 Persentase pemenuhan 

permintaan data dan 

informasi yang diterima 

secara online dan 

terintegrasi (%)

Tw 1=25% 1. Pengelolaan Data dan 

Sistem Informasi Perizinan 

dan Non Perizinan yang 

Terintegrasi pada Tingkat 

Daerah kabupaten/Kota

Rp25.000.000,00 Persentase pemenuhan 

permintaan data dan 

informasi yang diterima

Tw 1=25% 1. Pengolahan, Penyajian dan 

Pemanfaatan Data dan 

Informasi Perizinan dan Non 

Perizinan Berbasis Sistem 

Pelayanan Perizinan 

Berusaha Terintegrasi 

Secara Elektronik

Rp25.000.000,00 1 Perekaman Data Layanan 

Perizinan Berusaha Berbasis 

Resiko

Tw 1=3 Laporan Kepala Bidang 

Penyelenggaraan 

Pelayanan Perizinan 

dan Non Perizinan 

Tw2= Tw2=25% Tw2=25% 2 Perekaman Data Layanan 

Non Berusaha

Tw2=3 Laporan sda

Tw3= Tw3=25% Tw3=25% 3 Perekaman Data Layanan 

Non Perizinan

Tw3=3 Laporan sda

Tw4=100% Tw4=25% Tw4=25% 4 Membuat Laporan 

Perkembangan Data 

Penerbitan Perizinan 

Berusaha Berbasis Resiko

Tw4=3 Laporan sda

5 Membuat Laporan 

Perkembangan Data 

Penerbitan Perizinan Non 

sda

6 Membuat Laporan 

Perkembangan Data Non 

Perizinan

sda

7 Pemeliharaan/Maintenance 

Aplikasi

sda

8 Penyajian dan Pemanfaatan 

Data dan Informasi Perizinan 

Berusaha Berbasis Resiko, 

Perizinan Non Berusaha dan 

Non Perizinan

sda

Pemberian Informasi Produk 

Perizinan Melalui Website

sda

9 Meningkatnya Kualitas 

Pelayanan Masyarakat

Meningkatnya tertib 

administrasi pengelolaan 

keuangan dan asset daerah

63,03% Tw 1= PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN 

DAERAH KABUPATEN/KOTA

Rp5.244.577.641,00 Persentase Capaian Kinerja 

(%)

Tw 1=50% 1 Perencanaan, Penganggaran 

dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah

Rp41.070.000,00 Persentase Ketersediaan 

Dokumen Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah

Tw 1=50% 1 Penyusunan Dokumen 

Perencanaan perangkat 

daerah

Rp6.000.000,00 Jumlah Dokumen Renja dan 

Perubahan Renja yang 

disusun dan ditetapkan, 

jumlah Dokumen Renstra PD 

yang di susun dan 

ditetapkan

Tw 1=2 Dokumen Sekretaris

Tw2= Tw2= Tw2= Tw2=

Tw3= Tw3=25% Tw3=25% Tw3=2 Dokumen

Tw4=25% Tw4=25% Tw4=2

Tw2= 2  Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA SKPD

Rp6.000.000,00 Jumlah Dokumen RKA pokok 

yang tersusun

Tw 1=

Tw4=63.03% 

& 83,00%

Tw2=

Tw3=

Tw4=1 Dokumen

3 Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen RKA perubahan 

SKPD

Rp6.000.000,00 Jumlah Dokumen RKA 

perubahan yang tersusun

Tw 1=

Tw2=

Tw3=1 Dokumen

Tw4=1 Dokumen

4 Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen DPA SKPD

Rp6.000.000,00 Jumlah Dokumen DPA pokok 

yang tersusun

Tw 1=2 Dokumen

Tw2=

Tw3=

Tw4=



5 Koordinasi dan Penyusunan 

Dokumen DPA perubahan 

SKPD

Rp6.000.000,00 Tersusunnya DPA perubahan 

SKPD

Tw 1=1 dokumen

Tw2=

Tw3=

Tw4=1 Dokumen

6 Koordinasi  dan Penyusunan 

laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD

Rp5.070.000,00 Jumlah Dokumen laporan 

capaian kinerja dan ikhtisar 

realisasi kinerja SKPD yang 

tersusun dan dilaporkan

Tw 1=1 Dokumen

Tw2=

Tw3=

Tw4=

7 Evaluasi Kinerja  perangkat 

daerah

Rp6.000.000,00 Jumlah Dokumen evaluasi 

kinerja perangkat daerah 

yang tersusun dan 

Tw 1=4 Dokumen

Tw2=

Tw3=

Tw4=

Meningkatnya tertib 

administrasi 

pengelolaan keuangan 

dan asset daerah

Laporan Keuangan OPD 

sesuai SAP

83,00% Persentase Capaian Kinerja 

Keuangan (%)

Tw 1=50% 2 Administrasi Barang Milik 

Daerah pada Perangkat 

Daerah

Rp10.000.000,00 Persentase pemenuhan 

sarana prasarana 

perkantoran yang tersedia

Tw 1=50% 1  Penyusunan Perencanaan 

Kebutuhan Barang Milik 

Daerah SKPD

Rp3.000.000,00 1 Jumlah Dokumen 

Perencanaan Barang milik 

Daerah SKPD yang disusun 

dan dilaporkan

Tw 1=1 Dokumen

Tw2= Tw2= Tw2=

Tw3=25% Tw3=50% Tw3=1 Dokumen

Tw4=25% Tw4= Tw4=

2 Rekonsiliasi  dan 

Penyusunan  Laporan 

Barang Milik Daerah pada 

SKPD

Rp4.000.000,00 5 Jumlah laporan barang milik 

daerah yang disusun dan 

dilaporkan

Tw 1=1 Dokumen

Tw2=1 Dokumen

Tw3=1 Dokumen

Tw4=1 Dokumen

3 Penatausahaan Barang Milik 

Daerah SKPD

Rp3.000.000,00 6 Jumlah Dokumen 

Penatausahaan barang milik 

daerah yang disusun dan 

dilaporkan

Tw 1=1 Dokumen

Tw2=1 Dokumen

Tw3=1 Dokumen

Tw4=1 Dokumen

3 Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah

Rp4.093.223.041,00 Jumlah laporan keuangan 

yang akuntabel yang disusun

Tw 1=25% 1 Penyediaan gaji dan 

tunjangan ASN

Rp4.077.223.041,00 1 Jumlah ASN yang 

Memperoleh gaji dan 

tunjangan

Tw 1= disesuaikan 

dengan jumlah ASN 

Tw2=25% Tw2=disesuaikan 

dengan jumlah ASN 

Tw3=25% Tw3=disesuaikan 

dengan jumlah ASN 

Tw4=25% Tw4=disesuaikan 

dengan jumlah ASN 

2 Koordinasi dan Penyusunan 

Pelaporan Keuangan Akhir 

Tahun SKPD

Rp3.000.000,00 2 Jumlah laporan keuangan 

akhir tahun SKPD yang 

disusun dan dilaporkan

Tw 1=

Tw2=

Tw3=

Tw4=1 Dokumen

3 penyusunan laporan 

keuangan bulanan/ 

semesteran

Rp3.000.000,00 3 Jumlah laporan keuangan 

bulanan/ semesteran yang 

tersedia

Tw 1=

Tw2=1 laporan

Tw3=

Tw4=1 laporan

4 Penyusunan pelaporan 

prognosis realisasi anggran

Rp10.000.000,00 4 Jumlah dokumen pelaporan Tw 1=3 Laporan

Tw2=3 Laporan

Tw3=3 Laporan



Tw4=3 Laporan

5 Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN

Rp0,00 5 Jumlah ASN yang 

memperoleh pelayanan 

administrasi

Tw 1=1 Dokumen

Tw2=1 Dokumen

Tw3=1 Doukmen

Tw4=1 Dokumen

6 Koordinasi dan pelaksanaan 

Akuntansi SKPD

Rp0,00 6 Jumlah Dokumen Neraca 

Keuangan yang disususun 

dan dilaporkan

Tw 1=

Tw2=1 Dokumen

Tw3=

Tw4=1 Dokumen

7 Pengelolaan dan bahan 

tanggapan pemeriksaan

Rp0,00 7 Jumlah dokumen tanggapan 

LHP yang disusun dan 

dilaporkan

Tw 1=1 Laporan

Tw2=

Tw3=

Tw4=

4 Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah

Rp15.000.000,00 Persentase pemenuhan 

administrasi kepegawaian

Tw 1=25% 1 Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai berdasarkan tugas 

dan fungsi 

Rp15.000.000,00 1 Jumlah pegawai yang 

mengikuti pendidikan dan 

pelatihan berdasarkan tugas 

dan fungsi

Tw 1=ASN

Tw2=25% Tw2=ASN

Tw3=25% Tw3=ASN

Tw4=25% Tw4=ASN

2 Pendataan dan Pengolahan 

administrasi kepegawaian

Rp0,00 2 Jumlah arsip data ASN yang 

tersedia

Tw 1=Dokumen

Tw2=Dokumen

Tw3=Dokumen

Tw4=Dokumen

3 Sosialisasi Peraturan 

Perundang- Undangan

Rp0,00 3 Jumlah sosialisasi peraturan 

perundang-undangan

Tw 1=Kali

Tw2=kali

Tw3=kali

Tw4=kali

4 Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang- Undangan

Rp0,00 4 Jumlah yang mengikuti 

bimtek implementasi 

peraturan perundang- 

undangan

Tw 1=Pegawai

Tw2=Pegawai

Tw3=Pegawai

Tw4=Pegawai

5 Administrasi Umum 

Perangkat Daerah

Rp230.185.100,00 Persentase pemenuhan 

administrasi umum 

Perangkat Daerah

Tw 1=25% 1 Penyediaan barang cetakan 

dan penggandaan

Rp15.737.100,00 1 Jumlah barang cetakan dan 

penggandaan yang tersedia

Tw 1=25%

Tw2=25% Tw2=25%

Tw3=25% Tw3=25%

Tw4=25% Tw4=25%

2 Penyediaan bahan bacaan 

dan peraturan perundang- 

undangan

Rp14.400.000,00 2 Jumlah bahan bacaan dan 

peraturan perundang-

undangan yang tersedia

Tw 1=Jenis

Tw2=Jenis

Tw3=Jenis

Tw4=Jenis

3 Penyelenggaraan rapat 

koordinasi dan konsultasi 

SKPD

Rp200.048.000,00 3 Jumlah rapat koordinasi dan 

konsultasi SKPD yang 

terselenggara

Tw 1=50 kali

Tw2=100 kali

Tw3=100 kali

Tw4=50 kali

6 Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah

Rp136.046.000,00 Persentase pemenuhan 

sarana prasarana 

perkantoran yang tersedia

Tw 1=70% 1 Pengadaan Mebel Rp13.260.000,00 1 Tersedianya mobiler Tw 1=14 Unit



Tw2=30% Tw2=15 Unit

Tw3= Tw3=

Tw4= Tw4=

2 Pengadaan Peralatan dan 

Mesin lainnya

Rp109.786.000,00 2 Tersedianya peralatan 

gedung kantor yang cukup 

dan memadai

Tw 1=10 Unit

Tw2=6 Unit

Tw3=1 Unit

Tw4=1 Unit

3 Pengadaan Aset Tak 

Berwujud

Rp13.000.000,00 3 Jumlah Aset tak berwujud 

yang tersedia

Tw 1=

Tw2=1 Unit

Tw3=

Tw4=

7 Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah

Rp478.324.500,00 Persentase Pemenuhan 

administrasi perkantoran

Tw 1=25% 1 Penyediaan Jasa Komunikasi 

dan Sumber Daya Air dan 

Listrik

Rp125.000.000,00 1 Meningkatnya ketersediaan 

jasa komunikasi sumber 

daya air dan listrik

Tw 1=1 Jenis 

Layanan

Tw2=25% Tw2=1 Jenis 

LayananTw3=25% Tw3=1 Jenis 

LayananTw4=25% Tw4=

2 Penyediaan Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

Rp353.324.500,00 2 Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran

Tw 1=1 Jenis 

Layanan

Tw2=1 Jenis 

LayananTw3=1 Jenis 

LayananTw4=

3 Meningkatnya ketersediaan 

makan dan minum

Tw 1=

Tw2=

Tw3=

Tw4=

8 Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah

Rp240.729.000,00 Jumlah barang milik daerah 

yang dipelihara

Tw 1=25% 1 Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 

Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan

Rp93.990.000,00 Terpenuhinya pemeliharaan 

kendaraan mobil jabatan 

kantor

Tw 1=1 Unit

Tw2=25% Terpenuhinya kendaraan 

dinas/operasional roda dua, 

roda empat dan kendaraan 

dinas penunjang lainnya

Tw2=1 Unit

Tw3=25% Tw3=1 Unit

Tw4=25% Tw4=1 Unit

2 Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin lainnya

Rp39.739.000,00 Terpeliharanya peralatan 

dan mesin lainnya

Tw 1=1 unit

Tw2=2 Unit

Tw3=1 Unit

Tw4=1 Unit

3 Pemeliharaan /Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya

Rp107.000.000,00 Terpeliharanya sarana dan 

prasarana gedung kantor 

atau bangunan lainnya

Tw 1=1 Unit

Tw2=

Tw3=

Tw4=
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